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GU8ERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATUHAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH I<HUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 306 TAHUN 2014

TENTANG

PEMB::NTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

DEI\GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [SA

GUBERNUR ?ROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT,\ JAKARTA,

bahwaJntuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
dan Pasal 49 Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi, perlu
meneta~lkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Terpadu Pula Gebang;

1. Und~\f1g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Und5ng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
NegiCra;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200,\ tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undc,ng-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Nega'a
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undcng-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalar;

6. Undcng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pera"Jlran Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tental1g Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
seba,~aimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undcng-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Undc.ng-Undang Nomor 30 Tahun 201.4 tentang Administrasi
Pemerintahan;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peratur'3n Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 20C7 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Bara,ng Milik NegaralDaerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Da.erah Khusus Ibukota
Jakarta:

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentano Transportasi;

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata K6,ja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO
GEBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Permuran Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur pr:myelenggara Pemerintahan Daerah.

3. GubernlJr adalah Kepala Daerah Provinsi D,lerah Khusus Ibukota
Jakarta
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4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan ~epegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Biro Or,)anisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah.

8. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan
Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubur:gan dan Transportasi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Pel1gelola Terminal Terpadu Pulo Gebang adalah Unit Pengelola
Termin.al Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan dan Transportasi.

11. Kepella Unit adalah Kepala Unit Pengelola T.3rminal Terpadu Pulo
Gebang.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya cJisingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

14. Terminal Terpadu adalah terminal kendaraan bermotor umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaiki;an dan menurunkan orang dan/atau barang serta
perpir.dahan moda angkutan, yang terintegrasi dengan prasarana dan
sarana .penunjang seperti pusat bisnis/mall and office dan taman
parkir (~ark and ride).

15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemeriritahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indo.1esia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan ;:>amerintahan.

17. Pegavlai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB 1\

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan P"raturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Terminal
Terpadu'Pulo Gebang.
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BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit ?engelola Terminal Terpadu Pulo GElbang merupakan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Transportasi dalam
pelak:3anaan Pengelolaan Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan
prinsiQ pengelolaan kawasan.

(2) Unit rC'engelola Terminal Terpadu Pulo Cebang dipimpin oleh
seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal4

pemanfaatan/
dan sarana

(1)

(2)

Unit pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Terminal Terpadu Pulo Gebang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Unit I"engelola Terminal Terpadu Pulo Gebang menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Unit Pengelola Terminal Terpad'~ Pulo Gebang;

c. penyusunan standar dan prosedur pengelolaan dan pelayanan
Tmminal Terpadu Pulo Gebang;

d. peiaksanaan pengelolaan pemanfaatan/penggunaan, pengamanan
dan pelayanan Terminal Terpadu Pulo Gebang;

e. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana termasuk bangunan gedung Terminal Terpadu Pulo
Gebang;

f. perencanaan dan pengajuan optim alisasi
penggunaan potens! sumber daya/pmsarana
T'orminal Terpadu Pulo Gebang;

g. pe'aksanaan pemungutan dan penyetora'l penerimaan retribusi
penggunaan/pemanfaatan Terminal Terpadu Pulo Gebang;

h. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan
dan ketertiban serta kenyamanan Terminal Terpadu Pulo
Gebang;

i. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, :,euangan, barang dan
tota usaha Terminal Terpadu Pulo Gebang;

j.. pelaksanaan publikasi kegiatan pelayar,an Terminal Terpadu
Puio Gebang;,

k. piongelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Terminal
T'orpadu Pulo Gebang;

I. p'3nyiapan bahan laporan dinas yang berkaitan dengan tugas
d~n fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.
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BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
terdiri dari :

a. Kspala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Operasional dan Kemitraan;

d. ·Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan

e. SL:bkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo
Geba(lg sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaall tugas dan fungsi Unit
PengeliJla Terminal Terpadu Pulo Gebang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana
dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaks8nakan koordinasi dan kerja sam a dengan SKPD/UKPD,
dan/atclu Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas can fungsi Unit Pengelola Terminal Terpr.ldu Pulo Gebang; dan

d. melape-rkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalarn
pelak'anaan administrasi Unit Pengelola Terminal TerpadLJ Pulo
Gebc ng.

(2) Subtagian Tata Usaha dipimpin oleh seoranq Kepala Subbagian
yang~ berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
K6pala Unit.

I
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(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bah an rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. m.engoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo
Gebang;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;

e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

f. m'31aksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;

g. m'3laksanakan pemeliharaan dan perawatan inventarisasi kantor
d2-n rumah tangga Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo
Gebang;

i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola
Terminal Terpadu Pulo Gebang;

j. m9njaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan
k8.ntor Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;

k. m9ilghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan
in'/entaris peralatan/perlengkapan Kantor Unit Pengelola Terminal
Tmpadu Pulo Gebang;

I. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/
peralatan/inventaris Kantor Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo
Gebang;

m. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;

n. melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan sahnya Surat
P'~rtanggungjawaban(SPJ) penerimaan caHah dan pengeluaran
daerah;

o. mengoordinasikan penyusunan laporal-' kegiatan, keuangan,
kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo
Gebang; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
SiJbbagian Tata Usaha.

(4) Selai'1 tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) Kepala
Subcagian Tata Usaha juga melaksanakan tugas membantu Kepala
Unit mengoordinasikan Satuan Pelaksana dan Subkelompok
Jabatan Fungsional serta mewakili Kepala Unit apabila berhalangan
dalarn melaksanakan tugas

Bagian Keempat

Satuan Pelakasana Operasional dan Kemitraan

Pasal 8

(1) Satuen Pelaksana Operasional dan Kemitraan merupakan Satuan
Kef.la lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan operasional pelayanan
dan kemitraan Terminal Terpadu Pulo Gebang.
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(2) Satu2n Pelaksana Operasional dan Kemitraan dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan Pelakasana yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepa'·a Satuan Pelaksana Operasional dan Kernitraan sebagaimana
dimaJ{sud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(4) Satu2,n Pelaksana Operasional dan Kemitraan mempunyai tugas :

a. mHnyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai
d8ngan lingkup tugasnya;

b. mulaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. m enyusun bahan standar prosedur pelayanan operasional dan
k8mitraan;

d. melaksanakan pelayanan operasional U'lit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang;

e. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan kegiatan
pelayanan operasional pengelolaan Terminal Terpadu Pulo
Gebang;

f. melaksanakan pemeliharaan, keamanan, ketertiban, kebersihan
dan kenyamanan pengelolaan Terminal T8rpadu Pulo Gebang;

g. menyusun mekanisme dan standar kerr'itraan dan kerja sam a
pemanfaatan/penggunaan prasarana dan sarana Terminal
T'lrpadu Pulo Gebang;

h. melakukan penjajakan rencana kemitraan dan kerja sama Unit
Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan pihak ketiga;

i. melaksanakan penelitian dan proses usul kerja sama yang
diterima dari pihak ketiga atas pemanfaatan/penggunaan
pl'asarana dan sarana Terminal Terpadu;

j. rr enyusun dokumen kemitraan dan kerja sama Unit Pengelola
Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan pihak ketiga;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan
dan kerja sama Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
d\>ngan pihak ketiga;

I. menyimpan, mernelihara dan menyajikan dokumen tindasan/
duplikat kemitraan dan kerja sama Unit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang dengan pihak ketiga;

m. rnelakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan
Transportasi dan BPKAD dalam rangka kemitraan dan kerja
sama' Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan
'pihak ketiga; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Operasional dan Kemitraan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dar' Sarana

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan KerJ<l
lini Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dalam
pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana Terminal Terpadu
Pulo Gebang.
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(2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang
Kepala Satuan Pelaksana yang berkeduclukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepaia Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan
struktural, diangkat dan diberhenlikan oleh Kepala Dinas atas usul
Kepala Unit.

(4) Satu2n Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai
dengan lingkup tugasnya:

\

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. m,~nyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan
scrana teknis Terminal Terpadu;

d. menyusun standar operasional prosedur dan standar
pe1aksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
teknis Terminal Terpadu;

e. menyusun rencana kebuluhan penyediaan pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana Terminal Terpadu;

f. fTi~laksanakan invenlarisasi, mengendalikan, monitoring dan
evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana
Terminal Terpadu;

g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawalan prasarana
dall sarana Terminal Terpadu;

h. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan Terminal
Terpadu; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
S 3tuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungslonal

Pasal10

(1) Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dapal mempunyai
Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Peja'Jat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
StruUural Unit Pengelola Terminal Terpadu Pula Gebang.

Pasal11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi
Pajabat Fungsional, dibentuk Subkelompok ,Jabatan Fungsional Unit
Pen(Jelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebagai bag ian dari
Kelornpok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan dan
Transportasi.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat. (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatall
Fun£lsional yang berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab
kepada Kepala Unit.
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(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional s'3bagaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari pejabat fungsional yang
dihorrnati dikalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan
kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola
diatul' dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengatumn
Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan dan Transportasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan
Jaba':an Struktural Eselon III.A.

(2) Kepala SUbbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan
peraluran perundang-undangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintar)swasta dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dar
fung';! Unil Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.

Pasal 14
,

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Saluan Pelaksana pada Unit
Pengelol2 Terminal Terpadu Pulo Gebang waj~b melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan kelenluan peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifika';i, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal15

(1 )

(2)

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada
Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang memimpirl,
mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan
dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan
mas ng-masing.

,
Ke·pala Unit, Kepala Subbagian. Kepala Satuan Pelaksana dan
pegawai pada Unit Pengelola Terminal Terpaclu Pulo Gebang wajib
menriJikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing
sesL'ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pad a Unit
Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang wajib mengawasi dan
mengendEilikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta
mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya
penyimpallgan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan
pega'wai pad a Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ilepada atasan masing­
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1:
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai
bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekr~tariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pernbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan.
pelaporan dan Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan dan
Tranl'portasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana
dirlaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai pad a Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. F'egawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pen ~elolaan kepegawaian sebagaimana oimaksud pad a ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
telltang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola
Terminal Terpadu Pulo Gebang menclapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro
Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian
D;nas Perhubungan dan Transportasi.
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BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendclpatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang merupakan pendapatan
daera·l.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1)
dilaks·3nakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undar gan di bidang keuangan negara/daerah.

BABIX

ASET

Pasal 22

(1) Aset ~/ang dipergunakan oleh Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo
Geba!lg sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah
dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar.
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan di
bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah. dan/atau bantuan dar! pihak ketiga kepada Unit Pengelola
Terminal Terpadu Pulo Gebang dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Pene,imaan barang daerah sebagaimana aimaksud pada ayat (1)
segem dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelole
Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Damah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan d31am daftar Barang Mili~

Daerah (BMD).
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BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

(1) Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang menyusun dan
menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan
dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) antara lain meliputi
laporan :

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. kinerja;

d. bar.ang;

e. akyntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo
Gebang mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian
dari sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan dan Transportasi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawa:5an terhadap Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
dilaksanakan oleh :

a. Lembuga negara yang mempunyai tugas merneriksa pengelolaan dan
tangg~ngjawab keuangan negara; dan

b. Apara[ Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola
diatur/ditdapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur
tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampu2n keuangan daerah dan
priorita:5 c1aerah.
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BABXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTJl, JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOT/I, JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62173



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor
Tanggal

306 TAHUN 2014
31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG
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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA


